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PUTUSAN

Nomor : 260 / Pdt.G /2014 / PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

ADE CHAIRANI NUR SAFITRI , Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun,
pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di 23 beech Hill Avenue, Hadleywood,
herts, EN4 Olw, Lomdom , Inggris, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama : Nyoman Gede Antaguna, SE.SH.MH dan Yohanes
Simon Trombine, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di ACS Law
Office, beralamat di Jalan Merthanadi No.88 A Kuta, badung, bertindak
berdasarkan kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2014, untuk selanjutnya

disebut sebagai Penggugat :

MELAWAN :

1. MUHAMMAD WIMAN WIBISANA, SH.MH , pekerjaan Advokat, berkantor
di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok
Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar , yang untuk selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT I;-

2. AGUS SAMIJAYA,SH.MH, pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat
dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung Tresna No.48

Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.-
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3. IKA NEDY WAHYUDI , SH , pekerjaan Advokat, berkantor di kantor

Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung

Tresna No0.48 Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;-

4. BAMBANG WALUYO JATI, SH pekerjaan Advokat, berkantor di kantor
Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung
Tresna No.48 Renon, Denpasar,, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;.-

Atau Keempatnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ;

Telah memeriksa, membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara

ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April
2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 16 April 2014 terdaftar dalam register perkara Nomor : 260/Pdt.G/2014/

PN.DPS yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi dan sekaligus
sebagai pendiri PT. Buahan pada tanggal 7 November 2013 telah
mengajukan gugatan perdata sebagai Penggugat yang terdaftar dengan

nomor perkara: 733/PDT.G/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar
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(selanjutnya disebut sebagai “Perkara Perdata”) melawan PT. Bali Resort
& Leisure sebagai Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat adalah kuasa hukum yang mewakili PT. Bali Resort &
Leisure dalam Perkara Perdata tersebut di atas;

1. Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 RBG serta Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di
Pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut pada
tanggal 21 Januari 2014 memerintahkan para pihak dalam Perkara Perdata
tersebut untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan permintaan para
pihak dalam Perkara Perdata, Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata
menunjuk Hakim Cening Budiana, SH sebagai mediator untuk Perkara
Perdata tersebut;

2. Bahwa setelah penunjukan mediator tersebut proses mediasi dilakukan
dengan dihadiri oleh para pihak dalam Perkara Perdata tersebut;

3. Bahwa dalam proses mediasi tersebut hakim mediator meminta penggugat
dalam Perkara Perdata tersebut untuk menyampaikan konsep perdamaian
yang bisa ditawarkan kepada pihak tergugat dalam Perkara Perdata
tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Ade Chairani Nur Safitri mengirimkan
surat konsep perdamaian kepada para kuasa hukumnya dan selanjutnya
pada sidang mediasi ke-2 (kedua) yakni pada tanggal 28 Januari 2014, oleh
kuasa hukum penggugat dalam Perkara Perdata surat konsep perdamaian
tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan hakim mediator, yang

selanjutnya kuasa hukum tergugat dalam Perkara Perdata meminta waktu
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selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan tanggapan dengan sebelumnya

mendiskusikan konsep perdamaian tersebut dengan principal mereka;
Bahwa sebelum proses mediasi ditutup, kuasa hukum tergugat dalam Perkara
Perdata dalam hal ini Tergugat Ill dan Tergugat IV yang hadir dalam mediasi
tersebut meminjam salinan surat konsep perdamaian tersebut untuk disalin di

catatannya;

5. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada kesepakatan perdamaian di
antara para pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata tersebut, maka
pada tanggal 11 Februari 2014 hakim mediator menyatakan mediasi atas
Perkara Perdata tersebut gagal dan selanjutnya Perkara Perdata tersebut
diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara
Perdata tersebut.

6. Bahwa PT. Bali Resort & Leisure (atau disebut juga PT. Bali Resort &
Leisure Company) mengajukan Perkara Injuction pada Pengadilan High
Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris yang
terdaftar dengan Claim Number: 2014 Folio 139 sebagai penggugat
melawan Ade Chairani Nur Safitri sebagai tergugat (selanjutnya disebut
sebagai “Perkara Injuction”).

Bahwa Perkara Injuction tersebut diajukan dengan dasar bahwa Ade Chairani

Nur Safitri dianggap telah tidak menjalankan putusan Interim Award Arbitrase

Singapura tertanggal 23 Desember 2013 yang isinya meminta Para Pihak

khususnya Ade Chairani Nur Safitri untuk menunda jalannya Perkara Perdata

(Perkara Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps) yang telah didaftarkan oleh Ade
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Chairani Nur Safitri pada tanggal 11 November 2013 di Pengadilan Negeri

Denpasar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indoneisa sama sekali tidak

mengenal menunda seluruh proses jalannya persidangan perkara perdata.

7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Tergugat | (yang juga adalah kuasa
hukum tergugat dalam Perkara Perdata) menggunakan Surat Konsep
Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang dibacakan dalam sidang
mediasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan
Perkara Injuction di Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris dalam Witness Statemen Pertamanya
yang mana Surat Konsep Perdamaian tersebut dijadikan lampiran Witmess
Statement Pertamanya dengan kode lampiran MWW1, Vol. 1, Tab 5.

8. Bahwa jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat | di atas adalah
merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan
hukum pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya:

“Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara

yang bersangkutan atau perkara lain”

9. Bahwa selain telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
posita 9 dan 10 di atas, Tergugat | juga telah melakukan perbuatan
melawan hukum lainnya yakni Tergugat | dalam Witness Statement

Pertamanya tertanggal 11 Februari 2014 tersebut telah menyampaikan
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dinamika yang terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata tersebut
secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini pengacara penggugat
Perkara Injuction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice

Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan

atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata tersebut, yang

mana hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran atas pasal 1

angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor: 1 tahun 2008 tentang

Proses Mediasi di Pengadilan yang bunyinya:

“Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan
mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan
mediator atau pihak lain yang diijinkan oleh para pihak serta

dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan

kepada publik terkecuali atas izin para pihak”

10.Bahwa Tergugat Il, 1l dan IV sebagai kuasa hukum dalam Perkara Perdata
yang adalah advokat yang memiliki pengalaman praktek di pengadilan yang
lama, sangat memahami hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia
termasuk memahami dan memahami benar bahwa kesepakatan,
pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi yang gagal
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan
dan perkara yang lain yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor: 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan
tersebut, namun Tergugat Il, Ill dan Tergugat IV secara sengaja dan
melawan hukum ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan

mendorong rekan mereka Tergugat | untuk mengajukan Surat Konsep
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Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang ada dalam sebuah mediasi
yang akhirinya gagal sebagai alat bukti dalam persidangan yang lain yakni
sidang Perkara Injunction di Inggris;

11.Bahwa Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division
Commercial Court di Inggris telah mengeluarkan “Putusan Injuction” atas
Perkara Injuction tersebut di atas pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada
intinya isinya putusannya memerintahkan Ade Chairani Nur Safitri
membayar sebesar £ 35,000 (tiga pulu lima ribu poundsterling) kepada PT.
Bali Resort & Leisure Company;

12.Bahwa “Putusan Injuction” Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court tersebut diputuskan dengan pertimbangan
semata-mata berdasarkan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh
Tergugat 1 yakni Surat Konsep Perdamaian yang oleh Penggugat Perkara
Injuction dianggap sebagai bentuk bahwa Ade Chairani Nur Safitri tidak mau
melaksanakan putusan interim award arbitrase singapura;

13.Bahwa jelas akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh
Tergugat | sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada posita
nomor 9 — 11 di atas yang mana kemudian “alat bukti” yang berdasarkan
hukum tidak boleh dijadikan alat bukti tersebut malah dijadikan dasar
pertimbangan hakim pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris untuk memutus Perkara Injuction
adalah merugikan Penggugat baik secara material dan immaterial yakni
sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:
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i. Berdasarkan Putusan Injuction tersebut Penggugat harus
membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga pulu lima ribu
poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;

ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu
pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili
Penggugat dalam Perkara Injuction;

ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah  Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran
jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injuction kepada AFS
Law Office, firma hukum di Jakarta;

iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah  Rp.
360.000.000,00 (tiga ratus enam pulu juta rupiah) sebagai
pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injuction
kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar;

v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan
proyek konsruksi di Inggirs karena harus bolak balik Indonesia —
Inggris yang nilainya aalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah);

vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah  Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat,
transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia — Inggris.

b. Kerugian Immateriil:
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat
tersebut, Penggugat mengalami kerugian waktu dan pikiran yang

mengganggu Pengugat. Bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian
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hukum lah yang utama bagi Penggugat, namun demikian Penggugat
merasa perlu menilai kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat

yakni sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah).

14.Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam gugatan dapat
direalisasikan dan tuntutan ini tidak menjadi sia-sia atau sekedar ilusi, maka
tidak berlebihan kiranya apabila Pengadilan Negeri Denpasar meletakan sita
jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupaun harta tidak bergerak
milik Para Tergugat;
15.Bahwa mengingat besarnya kerugian yang dialami Penggugat akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka
Penggugat mohon agar kerugian sebagaimana dimaksud angka 15 di atas
harus dibayar sekaligus dan kontan oleh Para Tergugat secara tanggung
renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara
ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
16.Bahwa oleh karena Penggugat ragu dengan itikad baik Tergugat untuk
memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela kepada Penggugat, maka
Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung
sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan

menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
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2. Menyatakan sah dan berharga dan meletakan sita jaminan atas seluruh
harta bergerak milik Para Tergugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat | yang mengajukan Surat Konsep
Perdamaian yang muncul dalam proses mediasi Perkara Perdata Nomor:
733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 yang gagal sebagai
alat bukti dalam Perkara Injuction pada Pengadilan High Court of Justice
Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris adalah merupakan
Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat | yang menyampaikan dinamika yang
terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/
PN.Dps tertanggal 11 November 2013 secara tertulis kepada pihak lain
yang dalam hal ini pengacara PT. Bali Resort & Leisure Company dalam
Perkara Injuction di Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris termasuk kepada Pengadilan High
Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa
persetujuan atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata Nomor:
733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 adalah Perbuatan
Melawan Hukum.

5. Menyatakan Hukum Tergugat Il, Ill dan Tergugat IV telah berpartisipasi
dengan melakukan pembiaran dan mendorong rekan mereka Tergugat |
untuk mengajukan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014
yang ada dalam sebuah mediasi yang akhirinya gagal sebagai alat bukti
dalam persidangan yang lain yakni sidang Perkara Injunction di Inggris

adalah perbuatan melawan hukum.
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6. Menghukum Tergugat | untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat,
yakni:
a. Kerugian Materiil:

i. Berdasarkan Putusan Injuction tersebut Penggugat harus
membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga pulu lima ribu
poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;

ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu
pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili
Penggugat dalam Perkara Injuction;

iii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah  Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran
jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injuction kepada AFS
Law Office, firma hukum di Jakarta;

iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah  Rp.
360.000.000,00 (tiga ratus enam pulu juta rupiah) sebagai
pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injuction
kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar; ---------------

v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan
proyek konsruksi di Inggirs karena harus bolak balik Indonesia —
Inggris yang nilainya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah);

vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah  Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat,
transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia — Inggris.

b. Kerugian Immateriil:
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Uang sejumlah Rp. 1,00 (satu rupiah) sebagai ganti kerugian immaterial

mengalami kerugian waktu dan pikiran yang mengganggu Pengugat. -

7. Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak
bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri
Denpasar adalah sah dan berharga.

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap
hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya
terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul
dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak
Penggugat hadir kuasa hukumnya : NYOMAN GEDE ANTAGUNA,SE.SH.MH
dan YOHANES SIMON ROMBINE , SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas

dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah dengan sungguh-
sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi
dengan menunjuk Sdr. Cening Budiana, SH., MH.- Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak
berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan

Hakim Ketua Majelis, Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Para Tergugat
memberikan jawaban secara tertulis tertanggal pada tanggal 6 Agustus 2014

pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat |

. DALAM KONVENSL.

A. Dalam Eksepsi :
A.1. GUGATAN KURANG PIHAK
1. Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para
Tergugat dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa
Hukum dari PT. Bali Resort & Leisure Company pada saat PT. Bali
Resort & Leisure Company digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor :
733/ PDT.G /2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili
Penggugat dalam gugatan a quo juga merupakan para advokat yang
mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga
didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan
kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company dalam
perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan
perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort &
Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut
bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan
DEWA ALIT SUNARYA, SH., yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum

PT. Bali Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikut sertakanya rekan
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DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan

gugatan menjadi kurang pihak.

A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBELLUM )

1. Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi
khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka

angka 2 ( kedua ) dinyatakan sebagai berikut :

“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakan sita jaminan atas

seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.

Sedangkan didalam petitum angka ke- 7 ( ketujuh ) dinyatakan :

“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak
bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri

Denpasar adalah sah dan berharga “.

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi
maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan
Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan.
Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan

kabur ( Obscuur Libellum ).

DALAM POKOK PERKARA
2. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas
Tergugat akui kebenaranya secara tertulis.
3. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, terlebih

dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada majelis, sebenarnya perkara a
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quo memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan perkara
yang terjadi sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien
Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company. Dimana dalam perkara
tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam perkara a
quo dan PT. Bali Resort & Leisure Company yang saat itu berkedudukan
sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat | dengan para Tergugat lainya
sebagai kuasa hukumnya. Perkara tersebut terigistrasi dengan peerkara
nomor : 733/ PDT.G/2013/ PN. Dps.

4. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki manajement
yang berkantor pusat di London — Inggris. Sehingga seluruh korespondensi
serta laporan dan komunikasi atas perkembangan dan dinamika yang
terjadi didalam proses berjalanya perkara tersebut harus Tergugat
sampaikan, laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di
London — Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat dengan klien
Tergugat | tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni di Pengadilan Arbitrase
The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC ) Singapore,
Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang
sangat wajar apabila klien Tergugat | selalu mengkoordinasikanya seluruh
perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang sedang
dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani perkaranya pada
masing-masing Pengadilan tersebut.

5. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara a quo, para
Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan kapasitas dan
kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang sedang menjalankan

fungsi, tugas dan kewajiban profesi Tergugat sebagai kuasa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari klien Tergugat didalam Perkara nomor 733/ PDT.G /2013 / PN.
Dps di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.

6. Bahwa dalam perkara nomor 733 /PDT.G /2013 / PN. Dps tersebut klien
Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat dalam
perkara a quo juga berkedudukan sebagai Penggugat.

7. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G / 2013 /
PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa menyewa tanah diantara
Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dengan klien Tergugat PT. Bali
Resort & Leisure Company sebagai pihak Penyewa atas beberapa bidang
tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Susut, Desa Buahan,
Kecamatan Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ Perjanjian
Sewa “ tertanggal 30 April 2003.

8. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam “ Perjanjian Sewa
tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara Penggugat dengan klien

Tergugat terjadi perselisihan atau sengketa yang bersumber dari adanya “

“ 1]

Perjanjian  Sewa maka kedua belah pihak telah sepakat
penyelesaianya akan dilakukan di Lembaga Arbirase Singapura atau
dilembaga Arbirase Internasional lainnya ( vide : ketentuan pasal 14.1
Perjanjian Sewa ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-
undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, maka Perjanjian Sewa tersebut disebut juga
dengan “ Perjanjian Arbitrase “.

9. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba pada

tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan sekelompok pria

berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Penggugat
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secara melawan hukum telah mengambil alih paksa tempat usaha klien
Tergugat yang disewa klien Tergugat yang dikenal dengan “ Ubud Hanging
Garden “ dan mengusir jajaran manajement klien Tergugat.

10.Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman pada klausul
Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa, kemudian klien Tergugat
mengajukan gugatan ke Lembaga Arbirase yang dikenal dengan The
Singapore International Arbitraion Centre ( SIAC ) yang berkedudukan di
Singapura.

11.Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik Penggugat
maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk Arbiter dan Lembaga
SIAC Singapura untuk memeriksa dan mengadili sengketa sewa menyewa
tersebut. Dan sengketa tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh
Lembaga Arbitrase SIAC.

12.Bahwa kemudian lembaga Arbitrase SIAC Singapura dalam persidanganya
telah mengeluarkan “ Putusan Sela “ yang dikenal dengan putusan Interim
Awards yang salah satu amar putusanya pada intinya berbunyi :
“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya
Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan
Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas perkara di Arbirase
Singapura “.

13.Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat sudah
diproses dan disidangkan di Arbitrase SIAC Singapura, ternyata Penggugat
kembali mengajukan gugatanya di Pengadilan Indonesia in casu di
Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Perdata nomor 733/ PDT.G /

2013/ PN. Dps.
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14.Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan interim awards “ dari
Lembaga Arbitrase SIAC Singapura tersebut, juga telah Tergugat |
sampaikan baik kepada Penggugat, kepada Majelis hakim maupun kepada
hakim Mediator yang memediasi perkara tersebut yang lengkap disertai
dengan buki-buktinya dengan tujuan agar Penggugat mentaati isi amar
putusan Lembaga Arbitrase SIAC yang telah ditunjuk dan disepakati
bersama sebagai lembaga penyelesai sengketa diantara Penggugat dengan
klien Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di
Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian hukum dan
tidak terjadinya dualisme putusan hukum.

15.Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan mengabaikan putusan
sela ( Interim awards ) yang telah diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC
Singapura tersebut dan tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.

16.Bahwa selanjutnya, perkara Perdata nomor 733 /PDT.G /2013 / PN. Dps.

tersebut memasuki proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut,

Tergugat kembali mengingatkan tentang adanya “ Putusan Sela “ dari
Pengadilan Arbitrase SIAC di Singapura, agar ditaati oleh pihak-pihak
khususnya oleh Penggugat.

17.Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela Lembaga Arbitrase
SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah ditunjuk bersama dan
mencabut gugatanya, Penggugat malah menyodorkan konsep surat
perdamaian kepada para Tergugat untuk disampaikan kepada klien Tergugat
di London-Inggris.

18.Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat PT. Bali

Resort & Leisure Company memiliki kewajiban menyampaikan seluruh
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perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap proses berjalanya
perkara Perdata nomor 733 / PDT.G /2013 / PN. Dps sebagai laporan dari
penerima kuasa kepada pemberi kuasa sebagaimana diwajibkan didalam
kontrak kerja antara para Tergugat dengan klien para Tergugat, PT. Bali
Resort & Leisure Company, diharuskan oleh kepatutan dan diperintah oleh
Kode Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang ditawarkan oleh
Penggugat yang harus direspon oleh klien para Tergugat sebagai principal
dalam perkara tersebut.

19.Bahwa, mengenai bentuk laporan yang diminta dibuat dalam bentuk surat
Pernyataan sebagaimana diminta oleh klien Tergugat, hanyalah sekedar
masalah teknis yang mungkin didasari oleh alasan agar klien para Tergugat
mendapatkan laporan yang memiliki validitas dan kekuatan mengikat lebih
tinggi ketimbang dibuat dalam bentuk surat biasa.

20.Sehingga apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya melaksanakan
kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa kepada Pemberi kuasa dalam
kapasitas dan kedudukanya sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum
klien Tergugat.

21.Bahwa perlu Tergugat | sampaikan kepada majelis, bahwa pada akhirnya
gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps diputus
dalam putusan Sela oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar
dengan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari para
Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak

berwenang “ Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut “ dengan

pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan Penggugat
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sudah menjadi yurisdiksi Lembaga Arbitrase SIAC di Singapura yang saat
itu sudah memproses, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

22.Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan membantah dalih Penggugat
yang mendalihkan bahwa “ Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat
dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum *“ dikarenakan
Tergugat dianggap telah “ Menggunakan Surat Konsep Perdamaian
tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan
Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris. “ sehingga Tergugat | dianggap
telah melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan
sebagai berikut :

I. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2008
hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga Pengadilan yang bernaung
dibawah Mahkamah Agung di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak
menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

Il. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk
korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi
didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733/ PDT.G /2013 / PN.
Dps atas permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure
Company dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat
lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum
klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh
Kepatutan, Kode Etik,maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003

tentang Advokat.
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[ll. Bahwa para Tergugat | sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum
didalam penanganan Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of
Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris. Sehingga
dalih Penggugat yang menuduh Tergugat | telah menggunakan surat
konsep Perdamaian sebagai alat bukti di Pengadilan Hight Court of Justice
Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris adalah hanya bersifat
asumsi, terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan hukum
yang kuat.

Pertanyaanya adalah, bagaimana mungkin Tergugat menggqunakan
surat konsep perdamaian tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan
Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di
Inggris sementara Ter: ndiri sam. kali tidak terli

bukan kuasa hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan

Inggris tersebut.

IV. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan
Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang
membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor
733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali
termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi
selain diwajibkan menurut kontrak kerja diantara Tergugat dengan klien
Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company, juga diharuskan oleh
kepatutan dan kode etik Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan menjelaskan
proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam

kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada
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klien Tergugat juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

¢ Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
yang menegaskan:

e Pasal 16 :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata
maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien
didalam maupun diluar sidang Pengadilan “

e Pasal 17 :

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak
memperoleh informasi, data, dan dokumen lainya baik dari
instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan
dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk
pembelaan kepentingan klienya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

e Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 129 K/
Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973 atau yang dikenal dengan
Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya
sebagai advokat penerima kuasa ( Yap Thiam Hien ) dengan
terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi
Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut
Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan
oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut

dilakukan dalam rangka membela kepentingan klienya.
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e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013
tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan
Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal
16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan
pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan *.

e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana
diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,
intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan
secara hukum.

e International Bars association Standards For The
Independence of The legal Profesion. Sebagaimana diadopsi
pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat
tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun
perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi
atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member

nasehat kepada klienya secara sah.
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e Declaration of The World Conference of The Independence
of Justice Montreal, Kanada tahun 1983 yang menuntut
adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang
menjamin Independensi advokat.

23.Dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap
telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 01 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat

dianggap telah menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses

mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang

dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam Perkara Injuction termasuk

kepada Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division

Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam
mediasi perkara tersebut. “dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Perlu Tergugat | tegaskan bahwa proses dan dinamika yang

terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 /

PDT.G / 2013/ PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika

yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya

Tergugat sampaikan kepada Principal Klien Tergugat yakni

PT. Bali Resort & Leisure Company di Inggris. Dan tidak

pernah Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau

kepada public.. Andaipun Tergugat menyampaikanya melalui

kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company yang di

Inggris, secara prinsip maupun menurut hukum tidaklah

dilarang karena secara prinsip pula kuasa hukum PT. Bali
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Resort & Leisure Company yang di Inggris bukan bertindak
untuk diri pribadinya secara personal, melainkan bertindak
mewakili klien kami di Inggris. Kuasa hukum Penggugat
dalam gugatan di Pengadilan Hight Court of Justice
Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris
memiliki otoritas, kapasitas dan legal standing bertindak untuk
dan atas nama serta mewakili PT. Bali Resort & Leisure
Company di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa
hukum PT. Bali Resort & Leisure Company di Inggris
sebagai wakil kliennya berhak menerima informasi apapun
dari kuasa hukumya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya,
Tergugat sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure
Company di Indonesia berhak menerima seluruh informasi
mengenai perkembangan dan dinamika perkara klien Tergugat
PT. Bali Resort & Leisure Company yang sedang berlangsung
atau terjadi di Inggris sebagai bentuk koordinasi kerja tim
kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, dan
semata-mata bukan demi kepentingan Tergugat secara
personal / pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan
hukum dan pembelaan pihak principal PT. Bali Resort &
Leisure Company yang Tergugat wakili.

ll. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang

bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah
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hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan
mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

[ll. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah
satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses
dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara
Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas
permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure
Company dan semata-mata merupakan kewajiban yang
harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan
Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di
London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Kepatutan,
Kode Etik,maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003
tentang Advokat.

IV. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam
penanganan Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of
Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di
Inggris. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para

“

Tergugat telah menyampaikan dinamika yang terjadi

selama_proses mediasi __perkara perdata tersebut secara

tertulis kepada pihak lain “ adalah tidak berdasar. Terlebih

jika tuduhan yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan
dinamika yang terjadi selama proses mediasi tersebut kepada
Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division
Commercial Court di Inggris. Bagaimana mungkin Tergugat

dapat menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terlibat sebagai kuasa hukum dalam

penanganan perkara di Pengadilan Inqgris tersebut.

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan
kedudukan Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa
hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan
dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G /
2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali
termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses
mediasi kepada klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure
Company,selain diwajibkan oleh kepatutan, kode etik
Advokat juga oleh Undng-undang Nomor 18 ahun 2003
tentang Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan
menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat
dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum
kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum
sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

e Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

yang menegaskan:

e Pasal 16 :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun
Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad
baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun

diluar sidang Pengadilan “
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e Pasal 17 :

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainya baik dari instansi
pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan
kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan klienya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan “.

e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/
Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973 atau yang dikenal dengan
Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya
sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa
mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor
dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap
Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh
Mahkamah Agung Rl dengan alasan indakanya tersebut
dilakukan dalam rangka membela kepentingan klienya.

e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013
tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan
Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal
16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan
pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata

maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
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dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan *.

e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana
diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,
intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan
secara hukum.

e International Bars Association Standards For The
Independence of The legal Profesion. Sebagaimana diadopsi
pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat
tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun
perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi
atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member
nasehat kepada klienya secara sah.

e Declaration of The World Conference of The Independence
of Justice Montreal, Kanada tahun 1983 yang menuntut
adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang
menjamin Independensi advokat.

24.Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan
adanya Putusan dari Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris yang mengakibatkan kerugian pada

Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan
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Tergugat I. Namun fakanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena secara prinsip dan substansial
sebenarnya Putusan dari Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s
Bench Division Commercial Court di Inggris tersebut semata-mata

dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan Pengqgugat sendiri yang

melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sela atau Putusan Interim

Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura. Putusan Interim Awards

dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh Penggugat dengan tetap
mengajukan dan melanjutkan gugatanya di Pengadilan Indonesia in casu
Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak mencabutnya. Dan pelanggaran
terhadap putusan pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut
berdasarkan hukum di Negara Inggris dimungkinkan untuk diajukannya
tuntutan atau gugatan kerugian terhadap pihak si pelanggar. Sehingga dalih
Penggugat yang menyalahkan Tergugat atas dijatuhkanya putusan dalam
perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench
Division Commercial Court di Inggris adalah dalih yang sangat
tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara hukum.

25.Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntuan ganti rugi,
dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana
didalihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum, dijatuhkanya putusan perkara Injuction di Pengadilan
Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di
Inggris semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Tergugat namun semata-mata jusru dikarenakan oleh *

Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

tidak ditaati dan dilanggarnya “ PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN
INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE

INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH PENGGUGAT.

Il. DALAM REKONVENSI

1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian
konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan

bagian rekonvensi ini.

2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi
melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada Tergugat
| atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal
apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-mata dilandasai oleh
itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien Penggugat serta
dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat sebagai advokat yang
sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai advokat adalah

Perbuiatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

e Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
yang menegaskan:

e Pasal 16 :
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“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun
Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad
baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun

diluar sidang Pengadilan *

e Pasal 17 :

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainya baik dari instansi
pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan
kepentingan tersebut  yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan klienya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan “.

e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/
Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973 atau yang dikenal dengan
Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya
sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa
mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor
dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap
Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh
Mahkamah Agung Rl dengan alasan indakanya tersebut
dilakukan dalam rangka membela kepentingan klienya.

e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013

tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan
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Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal
16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan

pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.

e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana
diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,
intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan
secara hukum.

¢ International Bars Association Standards For The
Independence of The legal Profesion. Sebagaimana diadopsi
pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat
tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun
perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi
atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member
nasehat kepada klienya secara sah.

e Declaration of The World Conference of The Independence

of Justice Montreal, Kanada tahun 1983 yang menuntut
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adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang
menjamin Independensi advokat.
e Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga
Arbirase The Singapore International Arbitraion Centre
(SIAC)
1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan
kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat. Yang

dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

e Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp.

1000,000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- .

e Biaya pulang pergi Denpasar-Singapura untuk membahas
masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien
Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan
dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp.

50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )

b) Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

e Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan
profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir,
takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi
sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi

dalam menjalankan profesi Tergugat | sebagai advokat.
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e Hilangnya wakiu Tergugat karena harus menghadiri
persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab
sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada
gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan

lainya.

e Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai
Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia
( KAl ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama
baikPengguga merasa dicemarkan karena Penggugat telah

dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai
dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil
Penggugat yang penggugat alami kurang lebih sekitar Rp.

5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah Rp.

5. 65.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah ).

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penggugat tersebut cukup
besar maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan
Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut
wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-
lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki

kekuatan hukum tetap.
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24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan
Penggugat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin
pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika
tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan Majelis, maka kami memohon
agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap

beberapa bidang tanah yakni :

a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahan, seluas
26.800 M2  ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter
persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur
tanggal 24 — 6 — 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahan, seluas
5.655 M2  ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter
persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur
tanggal 24 — 8 — 2000 Nomor 41 /2000, tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 /Desa Buahan, seluas 700
M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri
diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 — 5 — 2001 Nomor 67 /

2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di
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Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,

Propinsi Bali. ( batas —batas tanah akan diajukan menyusul )

bangunan yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah
tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD
HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “

HANGING GARDENS UBUD “.

d) Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

e) Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas —batas tanah akan diajukan menyusul );

f) Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

g) Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas

8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera
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atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas —batas tanah akan diajukan menyusul )

Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

( batas —batas tanah akan diajukan menyusul )

Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

( batas —batas tanah akan diajukan menyusul )
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[) Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas —batas tanah

akan diajukan menyusul )

m) Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas —batas tanah

akan diajukan menyusul )

n) Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas
4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter
persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di
Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

Propinsi Bali ( batas —batas tanah akan diajukan menyusul )

0) Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

p) Sebidang tanah hak milik No0.0955 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama

Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
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Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas —batas

tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk
dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan
majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat
agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom )
sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap
keterlambatan pembayaran dan atau kelalayan pemenuhan kewajiban
hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum

tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka
Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon
agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini
mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan

sebagai berikut :

. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
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2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini.

Il. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan disertai
tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat | menjalankan
kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad baik bagi kepentingan

hukum dan pembelaan klienya adalah merupakan Perbuatan Melawan

hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat

dengan perincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil sebesar Rp.65 000.000,- ( enam puluh

lima jua rupiah)

b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar

rupiah )

c) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 5.65.000.000,-

( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag )

terhadap :

a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahan, seluas
26.800 M2  ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter

persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat
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Ukur tanggal 24 — 6 — 2000 Nomor 40 /2000, tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan,

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahan, seluas
5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter
persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat
Ukur tanggal 24 — 8 — 2000 Nomor 41 /2000, tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan,

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahan, seluas
700 M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang
didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 — 5 — 2001
Nomor 67 /2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri,
terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten

Gianyar, Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah
huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan
nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal

dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD *
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ctlh-07.rtfensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya sebagai
advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan
intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya
tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh
Mahkamah Agung RI dengan alasan tindakannya tersebut dilakukan dalam

rangka membela kepentingan klienya.

e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal
14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas
permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah
melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-Undang Advokat
tersebut menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.

e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana
diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,
intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan

secara hukum.
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e International Bars Association Standards For The
Independence of The legal Profesion. Sebagaimana diadopsi
pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat
tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun
perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi
atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member
nasehat kepada klienya secara sah.

e Declaration of The World Conference of The Independence
of Justice Montreal, Kanada tahun 1983 yang menuntut
adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang
menjamin Independensi advokat.

5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang
mendalihkan adanya Putusan dari Pengadilan Hight Court of Justice
Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris yang
mengakibatkan kerugian pada Penggugat disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Tergugat Il. Namun fakanya disebabkan
oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena
secara prinsip dan substansial sebenarnya Putusan dari Pengadilan Hight
Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris
tersebut semata-mata dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan

Penggugat sendiri yang melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sela

atau Putusan Interim Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura.

Putusan Interim Awards dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh
Penggugat dengan tetap mengajukan dan melanjutkan gugatanya di

Pengadilan Indonesia in casu Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak
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mencabutnya. Dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan Arbitrase
SIAC Singapura tersebut berdasarkan hukum di Negara Inggris
dimungkinkan untuk diajukannya tuntutan atau gugatan kerugian terhadap
pihak si pelanggar. Sehingga dalih Penggugat yang menyalahkan Tergugat
atas dijatuhkanya putusan dalam perkara Injuction di Pengadilan Hight
Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris
adalah dalih yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara
hukum.

6. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntuan ganti rugi,
dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana
didalihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum, dijatuhkannya putusan perkara Injuction di Pengadilan
Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di
Inggris semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Tergugat namun semata-mata justru dikarenakan oleh *
Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni
tidak ditaati dan dilanggarnya “ PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN
INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE
INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH

PENGGUGAT.

Il. DALAM REKONVENSI
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1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian
konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan

bagian rekonvensi ini.

1. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi
melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada
Tergugat Il atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan
Hukum padahal apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-
mata dilandasi oleh itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap
klien Penggugat serta dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat
sebagai advokat yang sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai
advokat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan

dengan :

e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
yang menegaskan:

e Pasal 1

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun
Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad
baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun
diluar sidang Pengadilan “

e Pasal 17 :

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh

informasi, data, dan dokumen lainya baik dari instansi
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pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan
kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan
kepentingan klienya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan “.

e Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 129 K/
Kr/1970/ tanggal 10 Januari 1973 atau yang dikenal dengan
Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya
sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa
mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor
dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap
Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh
Mahkamah Agung Rl dengan alasan indakanya tersebut
dilakukan dalam rangka membela kepentingan klienya.

e Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013
tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan
Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal
16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan

pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.
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e The Basic Principle Role of Lawyers sebagaimana
diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-
Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi,
intervensi dan gangguan termasuk didalamnya tuntutan
secara hukum.

e International Bars Association Standards For The
Independence of The legal Profesion. Sebagaimana diadopsi
pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat
tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun
perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi
atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member
nasehat kepada klienya secara sah.

¢ Declaration of The World Conference of The Independence
of Justice Montreal, Kanada tahun 1983 yang menuntut
adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang
menjamin Independensi advokat.

e Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga
Arbirase The Singapore International Arbitraion Centre
( SIAC)

2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan
kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat.

Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :
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a).Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

e Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp.
1.000.000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- (lima

belas juta rupiah)

e Biaya pulang pergi Denpasar - Singapura untuk membahas
masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien
Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan
dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b). Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

e Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan
profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir,
takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi
sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi

dalam menjalankan profesi Tergugat Il sebagai advokat.

e Hilangnya wakiu Tergugat karena harus menghadiri
persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab
sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada
gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan

lainya.

e Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai
Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia

( KAl ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama baik
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Penggugat merasa dicemarkan karena Penggugat telah

dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai
dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil
Penggugat yang penggugat alami kurang lebih sekitar

Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah

Rp.5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah ).

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penggugat tersebut cukup
besar maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan
Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut
wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-
lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki

kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan
Penggugat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin
pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika
tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan Majelis, maka kami memohon
agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap

beberapa bidang tanah yakni :

a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahan, seluas
26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter

persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur
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tanggal 24 — 6 — 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas-batas

tanah akan diajukan menyusul )

b). Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahan, seluas
5.655 M2  ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter
persegi ) beserta bangunan yang berdiri diatasnya, Surat Ukur
tanggal 24 — 8 — 2000 Nomor 41 /2000, tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul )

c¢). Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahan, seluas 700
M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri
diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 — 5 — 2001 Nomor 67 /
2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di
Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,

Propinsi Bali. ( batas—batas tanah akan diajukan menyusul )

bangunan yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah
tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD
HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “

HANGING GARDENS UBUD “.

d). Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta

bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul)

e). Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas—batas tanah akan diajukan menyusul )

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas—batas tanah

akan diajukan menyusul )

g)-Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas
8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera
atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas—batas tanah akan diajukan menyusul )

h). Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul )
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i). Sebidang tanah hak milik N0.3202 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul )

j)-Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

( batas—batas tanah akan diajukan menyusul)

k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

( batas—batas tanah akan diajukan menyusul)

[).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas—batas tanah

akan diajukan menyusul )

m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta
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Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas—batas tanah

akan diajukan menyusul )

n).Sebidang tanah hak milik N0.4026 / Desa Ungasan, seluas
4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter
persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di
Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

Propinsi Bali ( batas—batas tanah akan diajukan menyusul )

0). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul )

p).Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas—batas

tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk
dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan
majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat
agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom )
sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap

keterlambatan pembayaran dan atau kelalayan pemenuhan kewajiban
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hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum

tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka
Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon
agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini
mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan

sebagai berikut :
. DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini.

Il. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan
disertai tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat Il

menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad
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baik bagi kepentingan hukum dan pembelaan klienya adalah

merupakan Perbuatan Melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami

Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

d) Kerugian Materiil sebesar Rp. 65 000.000,- ( enam puluh

lima juta rupiah )

e) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar

rupiah )

f) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp.
5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta

rupiah )

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag )

terhadap :

a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahan, seluas
26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter
persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat
Ukur tanggal 24 — 6 — 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan,

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

b).Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buahan, seluas
5.655 M2  ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter

persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat

Ukur tanggal 24 — 8 — 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas
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nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan,

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

¢).Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buahan, seluas 700
M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang
didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 15— 5 — 2001 Nomor
67/ 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di
Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,

Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah
huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan
nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal

dengan nama “HANGING GARDENS UBUD “

d).Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahan, seluas
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahan, Kecamatan

Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

e).Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas

5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
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Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

g).Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas
8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera
atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

h).Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

i).Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

J).Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali
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[).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

n).Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas
4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter
persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak
di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung, Propinsi Bali

0). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

p)-Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom )
sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap

harinya atas keterlambatan pembayaran dan atau kelalaian
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pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat

terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Ill. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT IlI

. DALAM KONPENSI.

A. Dalam Eksepsi :

A.1. GUGATAN KURANG PIHAK
Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para Tergugat
dalam perkara a quo adalah para Advokat yang menjadi Kuasa Hukum dari PT.
Bali Resort & Leisure pada saat PT. Bali Resort & Leisure digugat oleh
Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G /2013 / PN. Dps. Demikian
pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo juga
merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut
sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan
dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure dalam

perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan
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perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort &
Leisure, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya
para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan DEWA ALIT
SUNARYA, SH., yang juga saat itu juga menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort
& Leisure. Sehingga tidak diikut sertakannya rekan DEWA ALIT SUNARYA,

SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBELLUM )

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi
khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka angka

2 ( kedua) dinyatakan sebagai berikut :

“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh

harta bergerak milik Para Tergugat “.

Sedangkan didalam petitum angka ke- 7 ( ketujuh ) dinyatakan :

“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak
bergerak milik para Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri

Denpasar adalah sah dan berharga “.

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi
maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan
Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan.
Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan

kabur ( Obscuur Libellum).

B. DALAM POKOK PERKARA
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1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang
secara tegas Tergugat akui kebenarannya secara tertulis.

2. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan
Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada
majelis, sebenarnya perkara a quo memiliki hubungan dan
keterkaitan yang sangat erat dengan perkara yang terjadi
sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien
Tergugat PT. Bali Resort & Leisure. Dimana dalam perkara
tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam
perkara a quo dan PT. Bali Resort & Leisure yang saat itu
berkedudukan sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat Il
dengan para Tergugat lainnya sebagai kuasa hukumnya.
Perkara tersebut terigistrasi dengan perkara nomor : 733 /
PDT.G/ 2013/ PN. Dps.

3. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki
manajemen yang berkantor pusat di London — Inggris. Sehingga
seluruh korespondensi serta laporan dan komunikasi  atas
perkembangan dan dinamika yang terjadi didalam proses
berjalannya perkara tersebut harus Tergugat sampaikan,
laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di
London — Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat
dengan klien Tergugat lll tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni
di Pengadilan Arbitrase The Singapore International Arbitration
Centre ( SIAC ) Singapore, Pengadilan Negeri Denpasar dan

Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang sangat wajar apabila
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klien Tergugat Il selalu mengkoordinasikanya seluruh
perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang
sedang dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani
perkaranya pada masing-masing Pengadilan tersebut.

4. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara a quo,
para Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan

kapasitas dan kedudukan Para Tergugat sebagai Advokat yang

sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban profesi

Tergugat sebagai kuasa hukum dari klien Tergugat didalam

Perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps di Pengadilan

Negeri Denpasar tersebut.

5. Bahwa dalam perkara nomor 733 / PDT.G/ 2013/ PN. Dps
tersebut klien Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat
sedangkan Penggugat dalam perkara a quo juga berkedudukan
sebagai Penggugat.

6. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G
/ 2013 / PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa
menyewa tanah diantara Penggugat sebagai pihak yang
menyewakan dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisurese
bagai pihak Penyewa atas beberapa bidang tanah dan bangunan
yang terletak di Banjar Susut, Desa Buahan, Kecamatan
Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ Perjanjian
Sewa “ tertanggal 30 April 2003.

7. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam

Perjanjian Sewa tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara
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Penggugat dengan klien Tergugat terjadi perselisihan atau
sengketa yang bersumber dari adanya “ Perjanjian Sewa “ maka
kedua belah pihak telah sepakat “ penyelesaiannya akan
dilakukan di Lembaga Arbirase Singapura atau dilembaga
Arbirase Internasional lainnya ( vide : ketentuan pasal 14.1
Perjanjian Sewa ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 )
Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka  Perjanjian Sewa
tersebut disebut juga dengan “ Perjanjian Arbitrase .

8. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba
pada tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan
sekelompok pria berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang
dari 50 orang Penggugat secara melawan hukum telah
mengambil alih paksa tempat usaha klien Tergugat yang disewa
klien Tergugat yang dikenal dengan “ UBUD HANGING GARDEN
“ dan mengusir jajaran manajemen klien Tergugat.

9. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman
pada klausul Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa,
kemudian klien Tergugat mengajukan gugatan ke Lembaga
Arbirase yang dikenal dengan The Singapore International
Arbitraion Centre ( SIAC ) yang berkedudukan di Singapura.

10.Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik
Penggugat maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk
Arbiter dan Lembaga SIAC Singapura untuk memeriksa dan

mengadili sengketa sewa menyewa tersebut. Dan sengketa
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tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Lembaga
Arbitrase SIAC.

11.Bahwa kemudian lembaga Arbitrase SIAC Singapura dalam

persidangannya telah mengeluarkan “ Putusan Sela

' yang
dikenal dengan putusan Interim Awards yang salah satu amar
putusannya pada intinya berbunyi :

“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya

Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di

Pengadilan Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas

perkara di Arbirase Singapura “.

12.Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat
sudah diproses dan disidangkan di Arbitrase SIAC Singapura,
ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatannya di
Pengadilan Indonesia in casu di Pengadilan Negeri Denpasar
dengan perkara Perdata nomor 733/ PDT.G/2013/ PN. Dps.

13.Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan Interim Awards
“dari Lembaga Arbitrase SIAC Singapura tersebut, juga telah
Tergugat |ll sampaikan, dalam persidangan perkara tersebut
yang lengkap disertai dengan buki-buktinya dengan tujuan agar
Penggugat mentaati isi amar putusan Lembaga Arbitrase SIAC
yang telah ditunjuk dan disepakati bersama sebagai lembaga
penyelesaian sengketa diantara Penggugat dengan Kklien
Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di
Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian

hukum dan tidak terjadinya dualisme putusan hukum.
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14.Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan
mengabaikan putusan sela ( Interim Awards ) yang telah
diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut dan
tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.

15.Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela
Lembaga Arbitrase SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah
ditunjuk bersama dan mencabut gugatanya, Penggugat malah
menyodorkan konsep surat perdamaian kepada Tergugat untuk
disampaikan kepada klien Tergugat di London-Inggris.

16.Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat
PT. Bali Resort & Leisure memiliki kewajiban menyampaikan
seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap
proses berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G /2013 /
PN. Dps sebagai laporan dari penerima kuasa kepada pemberi
kuasa sebagaimana diwajibkan didalam kontrak kerja antara para
Tergugat dengan klien para Tergugat, PT. Bali Resort & Leisure
Company, diharuskan oleh kepatutan dan diperintah oleh Kode
Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang
ditawarkan oleh Penggugat yang harus direspon oleh klien para
Tergugat sebagai principal dalam perkara tersebut.

17.Bahwa apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya
melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa
kepada Pemberi kuasa dalam kapasitas dan kedudukanya

sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat.
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18.Bahwa perlu Tergugat Ill sampaikan kepada majelis,_bahwa pada_

akhirnya gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013/

PN. Dps diputus dalam putusan Sela oleh Majelis hakim

Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan Eksepsi

tentang Kompetensi Absolut dari _para Tergugat vyang

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak

berwenang “ Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut “ dengan

pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan

Penggugat sudah menjadi yurisdiksi Lembaga Arbitrase SIAC di

Singapura yang saat itu sudah memproses, memeriksa dan

mengadili sengketa tersebut.

19.Bahwa dengan tegas Tergugat Ill menolak dan membantah dalih

Penggugat yang mendalihkan bahwa “ Tergugat sebagai kuasa

hukum klien Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan

melawan hukum “ dikarenakan Tergugat Il dianggap dengan *
Sengaja ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan
mendorong Terguggat | untuk Mengajukan Surat Konsep
Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam
persidangan Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of
Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris. “
sehingga Tergugat lll dianggap telah melanggar ketentuan pasal
19 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01 tahun 2008

tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan sebagai

berikut :
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l. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
tahun 2008 hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga
Pengadilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung di
wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan
mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

Il. Bahwa apa yang Tergugat lll lakukan adalah merupakan salah
satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses
dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara
Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas
permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan
semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat
lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai
kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris
sebagaimana diharuskan oleh Kepatutan, Kode Etik, maupun
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

1. Bahwa para Tergugat/ Tergugat Il sama sekali tidak
terlibat dan bukan kuasa hukum di dalam penanganan
Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of Justice
Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris.
Sehingga dalih Penggugat adalah hanya bersifat asumsi,
terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan
hukum yang kuat.

Pertanyaanya adalah : bagaimana mungkin Tergugat
menggunakan surat konsep perdamaian tersebut sebagai

alat bukti di Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s
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Bench Division Commercial Court di Inggris sementara
Tergugat sendiri sama sekali tidak terlibat dan bukan
Kuasa Hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan
Inggris tersebut.

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan
kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa
hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan
dinamika berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G /
2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali
termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses
mediasi  selain diwajibkan menurut kontrak kerja diantara
Tergugat dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure,
juga diharuskan oleh kepatutan dan Kode Etik Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan
menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani
Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai
kuasa hukum kepada klien Tergugat juga dilindungi oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana
ditegaskan didalam ketentuan antara lain :
¢ UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT YANG MENEGASKAN:
e PASAL 16 :
ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA
PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN

TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK
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KEPENTINGAN PEMBELAAN KLIEN DIDALAM
MAUPUN DILUAR SIDANG PENGADILAN .
e PASAL 17 :
DALAM MENJALANKAN PROFESINYA, ADVOKAT
BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI, DATA, DAN
DOKUMEN LAINNYA BAIK DARI INSTANSI
PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK LAIN YANG
BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN TERSEBUT
YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBELAAN
KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
¢ YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129

K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973 ATAU YANG

DIKENAL DENGAN YURISPRUDENSI YAP THIAM HIEN

DIMANA DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI ADVOKAT
PENERIMA KUASA ( YAP THIAM HIEN ) DENGAN
TERPAKSA MENGUNGKAP TERJADINYA HUBUNGAN
INTIM ANTARA SAKSI PELAPOR DENGAN PENEGAK
HUKUM, DAN ATAS TINDAKANNYA TERSEBUT YAP THIAM
HIEN DITUNTUT PIDANA NAMUN KEMUDIAN DIBEBASKAN
OLEH MAHKAMAH AGUNG Rl DENGAN ALASAN
TINDAKANNYA TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA

MEMBELA KEPENTINGAN KLIENNYA.
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e PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU-
X1 /2013 TANGGAL 14 MEI 2014 TELAH MENGABULKAN
PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW ATAS PERMOHONAN
TERHADAP KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  ADVOKAT DAN
MAHKAMAH  KONSTITUSI TELAH MELENGKAPI BUNYI
KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT
TERSEBUT MENJADI :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata

maupun_pidana dalam menjalankan tugas profesinya

dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien

173

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan

e THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS
SEBAGAIMANA DIADOPSI OLEH KONGRES KEDELAPAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB ), yang pada
pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin
bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala
bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan termasuk di
dalamnya tuntutan secara hukum.

e INTERNATIONAL BARS ASSOCIATION STANDARDS FOR
THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL PROFESION.
Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya
menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum

secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative,
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ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam
pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya
secara sah.

e DECLARATION OF THE WORLD CONFERENCE OF THE
INDEPENDENCE OF JUSTICE MONTREAL, Canada tahun
1983 yang menuntut adanya system yang adil  dalam

administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

20.Dengan tegas Tergugat |ll menolak dalih Penggugat yang
mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar ketentuan
pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01
tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat

dianggap telah “ menyampaikan dinamika yang terjadi selama
proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada
pihak lain yang dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam
Perkara Injuction termasuk kepada Pengadilan Hight Court of
Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris
tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam mediasi perkara
tersebut. “dengan alasan-alasan sebagai berikut :
l. Perlu Tergugat lll tegaskan bahwa proses dan dinamika yang
terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 /
PDT.G / 2013 / PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika

yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya

Tergugat sampaikan kepada Principal Klien Tergugat yakni
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PT. Bali Resort & Leisure di Inggris. Dan tidak pernah
Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau kepada
public.. Andaipun Tergugat menyampaikannya melalui kuasa
hukum  PT. Bali Resort & Leisure yang di Inggris, secara
prinsip maupun menurut hukum tidaklah dilarang karena
secara prinsip pula kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure
yang di Inggris bukan bertindak untuk diri pribadinya secara
personal, melainkan bertindak mewakili klien kami di Inggris.
Kuasa hukum Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Hight
Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di
Inggris memiliki otoritas, kapasitas dan legal standing
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bali Resort
& Leisure di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa
hukum PT. Bali Resort & Leisure di Inggris sebagai wakil
kliennya berhak menerima informasi apapun dari kuasa
hukumnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Tergugat
sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure di Indonesia
berhak menerima seluruh informasi mengenai perkembangan
dan dinamika perkara klien Tergugat PT. Bali Resort &
Leisure yang sedang berlangsung atau terjadi di Inggris
sebagai bentuk koordinasi kerja tim kuasa hukum PT. Bali
Resort & Leisure Company, dan semata-mata bukan demi
kepentingan Tergugat secara personal / pribadi, melainkan
semata-mata untuk kepentingan hukum dan pembelaan pihak

principal PT. Bali Resort & Leisure yang Tergugat wakili.
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Il. Bahwa Yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang
bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah
hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan
mengikat terhadap Yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

[l Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah
satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses
dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara
Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas
permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan
semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat
lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai
kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris
sebagaimana diharuskan oleh Kepatutan, Kode Etik,maupun
Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

V. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam
penanganan Perkara Injuction di Pengadilan Hight Court of
Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris.
Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para Tergugat

telah “ menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses

mediasi _perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak

lain

“ adalah tidak berdasar.  Terlebih jika tuduhan yang
menyatakan Tergugat telah menyampaikan dinamika yang
terjadi selama proses mediasi tersebut kepada Pengadilan

Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial
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Court di Inggris.  Bagaimana mungkin Tergugat dapat

menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat sama

sekali tidak terlibat sebagai Kuasa Hukum dalam

penanganan perkara di Pengadilan Inqgris tersebut.

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan
kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa
hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan
dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G /
2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali
termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses
mediasi kepada klien Tergugat PT. Bali Resort &
Leisure,selain diwajibkan oleh kepatutan, kode etik Advokat
juga oleh Undng-undang Nomor 18 ahun 2003 tentang
Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan
menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat
dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum
kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum
sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

e UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

ADVOKAT YANG MENEGASKAN:
e PASAL 16 :
“ ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK
SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM

MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN
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ITIKAD BAIK UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN
KLIEN DIDALAM MAUPUN DILUAR SIDANG
PENGADILAN *
e PASAL 17 :

“DALAM MENJALANKAN PROFESINYA,
ADVOKAT BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI,
DATA, DAN DOKUMEN LAINYA BAIK DARI
INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK
LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN
TERSEBUT YANG DIPERLUKAN UNTUK
PEMBELAAN KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
e YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129
K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973 atau yang dikenal
dengan Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam
kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan
terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi
Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut
Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan
oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut

dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.
e PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU-XI /
2013 TANGGAL 14 MEIl 2014 telah mengabulkan

Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap
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ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003
tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi
bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut
menjadi :

“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien

didalam maupun diluar Sidang Pengadilan .

e THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS
SEBAGAIMANA DIADOPSI OLEH KONGRES KEDELAPAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB ), yang pada
pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin
bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala
bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan termasuk
didalamnya tuntutan secara hukum.

e INTERNATIONAL BARS AS’€*
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%1 0'@RV2mA€EL<96YA=,zé6;@+0¢_R¢$éa;*»E v,J
npliDGoeadlER“"AULO[eoUzYoa-éc! ¢ al¥aunoup ¥>UiNp<Oi
¢N?2>0$006piic< J00"6%4(CE OAx-6U]4,_.CE“/ANOP_n'4z', ux
— T Su2abOsw7USEIN(Zél fko%/@é,Nura$¥E3A620W»IX
sp,,Y ' »Z'81Jj16—=YAPP_>5F+xWyys4fi("¢ 6#W3>|ay-ePEPN
£UiazZ aJD¥%PGhu@/Am-Gi%.p0i[42zPaze @ hImPSGé>[G-Z
SgeAAwY )A%¥aats@AoEAEEA6-¢j-F,<-L¥|° +f-aN(+4-
V@oilj...@y0aceE 0290vy-Ad¥ea0ze %.ni2¥a |A"A)a¢

qLU DV £2EEgréioKedFa “#Q~ac. AJ¥t
,>0’e©A§eanUYf3mD»( O @JyIE #i-u>68|<WE6
*31YoeEsCVEEyua'é...g9ié... «b]a~«)3-OlEéx £ !Ece
[czeefn( éAECUINOTAS|")2K%.0,"@U-0’é+RTA%
UYaAAHQ“W-+$x603MdiiA%)% @rkN"eu%
0C2WéBp/Euo6<6U éu02+ScQuLVa’'c/% UBcaCE
£_C™5q“z¥%F121JaluS¥4!"0p»%i@nd%.CUE¥+Y
$W«+p&"6p .*18” £C9”[8H#WES) A <(E A-mosp|

r.SV4©®xEiA~c °fA$EOgOOk-,i™f

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§2$SafA viAvass1EE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0...mg,£PaBS ?¥G
&0pzYM

fvo

Disclaimer
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siry»A)C  9'«fioA1A=29bf¥ax‘3°—"AY")d,(EygyO-".../
ia'eayD'poelioG,qZtAx9LN...0Z-“k’ayxUy0-5T t-UY &) &ia

&%c/#/2“6PG]Oixve OOX (EdnSO0A-...“QYdLC©oFeapJy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pA=¢ 2VyaOK?2>0YD-Ci0%.T«OO5Aj6i"yeEi;A-  ¢Gyiii“0»)
Yae>+,9 §1M;§A1MICéx3!i,-VAON j2AM1®C iB  ;OnOXPHf4$-
cCECEUY-iDIESOOEE@Yy'Sq@Yii2b-1Y .../60B ©iAC, D
¢«é-2Upglai-AdAxbp!VBO$Xi?A™.7,=

+6u»GaiRdpOESE Pbv4DAf ayi*"pésxOoHS—IAALBbAO
LAEXQ’ f@2+A&@8,i1)1,02°=ce~U4azet; ”E:=O~FéuTQdoeg?
.a80!FY?,,i¥)E4AFKPal<!900|gi9%c[00%®<)i—i/G2%

B:AY4 v&2p#tyeir lizé=zEPeAiP ¢lIA&ISEW: )6(0AiaA>!@
UoFT+b|uw«6aw+UDRIRY ) Z6Dy0%.3—& KM2eNo6 aXEa+m
%Umv=A7"uDhkY®a!ys#? +hiU®:0esA®ThOIX(YES5Y%.
LzYs)/KaAUIO¢ EAi,HQ,,€8”0Z,,CAEE60AD<6fo2! A
¥aNFé!~8Na.xUO¥#]o!">0i™,u|°“i2pWY...
vae§AD02A ™60 uO©ce3aSkAI#UZP ‘txb? R

£KMr$>SNoT, Aa=""N“@Op#AAan§Cl40ad®A;
UAui.z,i]1
]-6+©YiNekTrrd?3>2T34 4 XLD¥a0itA%C/RrNA*"|Y o «62%io—
£oa5i/E?ai"endstreamendobj18 0 obj2092endobj20 0 obj<</
Length 21 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxceAEZa60P_js;|
J$'YiCnEa°-iE!@rEitE<E‘¢c4UA, EX+dY2«hq-OYo

. ObW3Y0A§x6:0 (iwlé»é. ppoaiiud¥3UEi ]'1Y§i jjaun
—|U/6&W9BaMeo%:U/6&Ix*O2Adei" (OA"§#xDb*q

¢, 00™BH#mME«(V>0ZL>yé¢ 0 > xig|liq+-aAZR)ono¥
¥O01@@nneE'Sae~ N|¢ xYW”P.bianz-& ™fY>&EU#IS06.20J!

QLEH"f»-2"R"AdY LY qlUs E—EWqU»-igi¢]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY‘OC%.b§.LE26D$b22%,

=dUY#éR>s" ;w5EqsZS»Z 4aUiYUKL|y.UpJSEBamC2E"4’sb
—"|™m& ot’'gAYXN ¥%4,,U6 Y+ #WI#IE—{x"¥h%
¥a-c_EBfOUR'Bg<xPa ai ¥j...
A-voUlaiWwogcAOhkCs#'iH§zt +]u|jéAlzzpOha'Q6QIFC—
iE8"2XdulUCimAzh¢ F5E 0'40' ME%$.4_B5
i*dvzce~ifiDEURXtGoeg1)E@ip-]1285*16A%. <O JaZu FZ/
dO£ I[me0oU&K;...jxEUa1aEcEd6i%0Y2" /40 “>2iyYil)
JLpjkNJ-8.2

-B!-YsRq-...| V40Qagéi7@%.'cA5j8RoerKUA$AICE-|SZXY“:%

U,6<0-|L@V>k;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, ™izBiéBaU_U3é,K%¢ d:coTSyiHT”!|+U&iA3QZ85™1 il
&+€”W¥Ag-1" z1iG(9KOIF!E "1%és"2jYuAC »;$ 8Ea/
_420!/«ACUOBU2sD§IEqD6§-U4EKLAZj; ) aAaYU%
p=I"™KbPfT2Ph@Av€E_-Ouf,L"té6_-jgalay2?
w7#06ZB0xZHgiA U:0b»7Nfy2mUp 3" 1GoBa#Zsiy
+aCimO(YoJUice*

_€’E*IN-,|

I'b?N MU endstreamendobj21 0 obj2063endobj23 0 obj<</

Length 24 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxcepZE3’

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE-Uze/6A¥'LE0*aFe00%.r... 2,2
AAG2FQ»2"8dpxeihA2*6ESupccPEé+2wH"R1]+ix!
9°x5Ma:hISAé®laAAéaemZA 3Ak,0>ESD ]0;f+BceiGin06
£¢]“84UaCHI“vx@b4Ub -PM*jti>.... AceAVES|T#@A!-
60Ak/=311$2B0-Bfbye-">4%.UBKEaadOAAUsCE...
L0lyEa«AiZiSib~"@tho,€uY OMmh—IiG: v™Cy-
~XAN-DG-é—h+aY:»AeOi%ceU= 6EGaR
250i0~9ypzendstreamendobj24 0 o0bj2206endobj26 0 obj<</

Length 27 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxoeYK<$7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

méEi“)a<’-A2u'M'$UHTT nn0‘V3a®a6Z6$(0:Uy%. kVae!OEA)
0LplagOYO0830a®oUrDA+ U-niaé'(E&c « ?HY4ICE*_1"JK%.
RK¥¥¢y-¢)”NJ2!ETAE0¥“9->uAUS1Y paYbu<®uc

§é-~’8axi= /~4icZ<IAkl' @6axpn,$V2—[|

OabA2Z*; xIH[° ®eccOr €L 2" SVA™ A

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E+0U2a$,!z °A>—""E>pOUM?h,,—KiN‘hbx,:Z0pxU'H
”:KesHbHA$¥s¥d!,,2]2620tN%.EMU-rVL(AfNb $-
uMViavz> yO» AAgj7N®k-é<U(SM$TELACSOEU"OT, ¢ 1%

n%)%.uAS00éz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6(ApP2x

0zpYadPK ":V2Ah2¢«ip2$-CE06,r" &%Ea%.dm*]—Eaéo.. .\
a-UiiSUcgvléz° ° qi’PK—.[34be_y20— V¢ (i©ifs1Aéa%s

»Vas Ci8B)-*YS]fA¥«E§82zyV=S¢cD Agp=2zMcE&[ 6¢/jue
“TMPV{HaQICE (",

«Do°

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V25273™9TMZ2j P TMOS ™ KI&f...0+B “+SOELa>...00—

“<Ju6L3kA1DONw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 203
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 205
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 207
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 210
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 217
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 218
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 220
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 221
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hy~O6KVbaz;i€dt 8U-z
iGi"FSuNA#5 6%cE+*42tx A"dudbeN §D_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 225
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 226
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O0ek[C-M[66v1i0*umO>"ec606fq6Zzx02UllgGls°50+48  A¢dNKLI1Edlz®!m
(="U" g§GVX"8(Fi_L;E6P"a"H~0:NOG,,» A4BieeDtSp2a8CX:bg¢
OsiOK,0Uk  18U®ASBVAE 5A"Q“Tn&” B 'M1,¢MSE€*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 228
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 229
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 230
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 231
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Rusdiyanto bin Suwarno (alm), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, tempat kediaman di Jalan Kayu manis VIII

RT.014 RW. 008 No. 05 kelurahan Kayu Manis,

kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat™;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa

alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama é€*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 232
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 233
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 234
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 235
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 236
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
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Menimbang,bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya
masing-masing tertanggal 3 Desember 2014 dan para pihak mengatakan sudah

tidak mengajukan sesuatu lagi keculai memohon putusan;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka
segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini hendaklah

dianggap turut termuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

tersebut diatas ;

Dalam Konpensi

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat |, Tergugat
Il, Tergugat Il dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi pihak Tergugat

dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa Hukum dari PT.
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Bali Resort & Leisure Company pada saat PT. Bali Resort & Leisure Company
yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013/ PN.
Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo
juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara
tersebut sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika
gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure
Company dalam perkara ersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah
melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort
& Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut
bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan DEWA
ALIT SUNARYA, SH., yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum PT. Bali
Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikut sertakanya rekan DEWA ALIT
SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang

pihak.

1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi
khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka angka 2

( kedua ) dinyatakan sebagai berikut :

“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakan sita jaminan atas seluruh

harta bergerak milik Para Tergugat “.

Sedangkan didalam petitum angka ke- 7 ( ketujuh ) dinyatakan :
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“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak
bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri

Denpasar adalah sah dan berharga “.

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi
maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat
tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian
maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( Obscuur

Libellum ).

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat, pihak Penggugat dalam

Repliknya pada pokoknya menyatakan:

Tentang Gugatan kurang Pihak ;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat karena gugatan
Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan
Hukum yang memang secara jelas dan nyata telah dilakukan para Tergugat saja
( bukannya pihak-pihak lain sebagaimana didalilkan para Tergugat ) yang dalam
hal ini melanggara ketentuan hukum pasal 1 angka 12 dan pasal 19 Perma No.1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; Bahwa kewenangan
menarik pihak dalam perkara adalah kewenangan sepenuhnya dari Penggugat
untuk menentukan siapa siapa saja yang dijadikan subyek gugatan hal ini sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 Jo.Putusan No.3909/Pdt/1994

tanggal 7 Mei 1997 ;

Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )
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Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat yang
menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ( obscuur libellum ) karena jika
dicermati dalam posita gugatan Penggugat ( angka 14 Posita gugatan ) telah
secara jelas menyebutkan permohonan kepada pengadilan Negeri Denpasar untuk
meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak
milik para Tergugat sehingga dalil para Tergugat yang menyatakan petitum

gugatan Penggugat tidak sinkron adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangkan Eksepsi para

Tergugat sebagai berikut :

Ad. 1 Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan Perdata maksud dan tujuan
dilakukannya gugatan terhadap pihak pihak yang ada kaitannya dengan perkara
adalah agar penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut dapat secara
menyeluruh ( komprehensif ) diantara pihak-pihak yang berkepentingan , bilamana
masih ada pihak lain yang ada kaitannya dengan pokok perkara tidak ditarik
sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat maka gugatan
mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti
gugatan yang diajukan kurang pihaknya ( vide Putusan Mahkamah Agung Rl

No.186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 ) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak yang digugat selaku para Tergugat
adalah para Advokat/Kuasa Hukum, yang dahulu dalam perkara perdata No. No.733/
Pdt.G/2013/PN.Dps....sebagai Team Kuasa Hukum dari.PT.Bali Resort & Leisure selaku
Tergugat ; Bahwa Team Kuasa Hukum dalam perkara No No.733/Pdt.G/2013/

PN.Dps.tersebut terdiri dari 5 ( lima ) orang yaitu para Tergugat dan saksi Dewa Alit
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Sunarya, SH. (sesuai Surat Kuasa . Tertanggal 25 November 2013 ) namun dalam perkara
aquo saksi. Dewa Alit Sunarya, SH., sebagai salah satu anggota Team Kuasa Hukum
dalam perkara No. No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.) tersebut tidak ikut ditarik sebagai

Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun untuk menentukan siapa saja pihak yang digugat
merupakan wewenang Penggugat, namun dalam perkara aquo para Tergugat adalah
selaku Kuasa Hukum PT.Bali Resort & Leisure dalam perkara No. No.733/Pdt.G/2013/
PN.Dps dimana dalam bertindak senantiasa untuk kepentingan hukum PT.Bali Resort &
Leisure dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo ada keterkaitan
dengan permasalahan kesepakatan perdamaian dalam perkara Perdata No. No.733/
Pdt.G/2013/PN.Dps. dimana dalam perkara tersebut PT.Bali Resort & Leisure sebagai
pihak Tergugat maka dengan demikian secara hukum seharusnya pihak PT.Bali Resort &
Leisure ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo namun kenyataannya tidak

digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat
mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan

yang diajukan kurang pihaknya ;

Ad.2 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat
ternyata pada petitum point 2 Penggugat mohon Sita Jaminan atas barang bergerak milik
para Tergugat dan pada poin 7 Penggugat juga mohon Sita Jaminan atas barang bergerak
maupun tidak bergerak milik para Tergugat, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara
rinci spesifikasi barang apa dari harta bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat
yang dimohonkan Sita Jaminan, bahwa Penggugat hanya secara umum menjelaskan

barang yang dimohonkan sita jaminan yaitu berupa barang bergerak dan tidak bergerak
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milik para Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat tidak

jelas atau kabur ( Obscuur Libellum ) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka

Eksepsi para Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan maka tentang Pokok
Perkara dan gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka Penggugat

dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MANGADILI :

Tentang Eksepsi

e Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Konpensi

¢ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi

e Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi/Rekonpensi

e Menghukum  Penggugat Konpensi /Tergugat Dalam
Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp.3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);
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Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh kami Dr MADE
SUWEDA,SH.MH. selaku Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH. DAN | GEDE
KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 29 Desember 2014 dalam suatu
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Para Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d t.td

1.DANIEL PRATU,SH Dr.MADE SUWEDA,SH.MH

t.t.d

2. GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

Panitera Pengganti

t.td

NI WAYAN ARWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

e Biaya pendaftaran......................... Rp. 30.000;
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e Biaya Proses.......cccccceiniiiiiiiiciiieeene Rp. 50.000,-
e Biaya Panggilan...............c.cooeeni. Rp. 2. 915.000,-
o RedakSi.....ccvoeviiiiiiiiiiea Rp. 5000,-
e Meterai.....ooooviiiiiiii Rp. 6000,-
Jumlah............. Rp. 3.016.000,-

Catatan :
Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar No.260/Pdt.G/2014/PN Dps telah lewat sehingga putusan

tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Januari 2014;

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.
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